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ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dampak framing media terhadap pemahaman
publik mengenai pelanggaran hukum humaniter, serta tantangan dan etika yang
dihadapi media dalam pelaporan isu tersebut. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif yang meliputi analisis konten berita, wawancara dengan
jurnalis dan pakar hukum humaniter, serta studi kasus insiden pelanggaran
hukum humaniter, penelitian ini menemukan bahwa framing yang digunakan
dalam pemberitaan dapat secara signifikan memengaruhi persepsi dan respons
publik terhadap krisis kemanusiaan. Temuan menunjukkan bahwa framing
positif yang menyoroti konteks sosial dan kemanusiaan dapat mendorong
empati dan dukungan, sedangkan framing negatif yang lebih sensational sering
kali memperburuk stigma dan mengaburkan tanggung jawab hukum yang
seharusnya diambil. Signifikansi temuan ini sangat relevan dalam konteks
kesehatan, mengingat pelanggaran hukum humaniter sering kali berdampak
langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan bantuan
kemanusiaan. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya penguatan etika
jurnalistik dan kesadaran akan tanggung jawab media dalam melaporkan isu-
isu kritis, serta pentingnya pendidikan publik mengenai hukum humaniter untuk
membangun pemahaman yang lebih akurat dan empatik terhadap pelanggaran
yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi media,
akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan pemberitaan
yang lebih etis dan informatif.

Kata kunci: framing; etika media; hukum humaniter

ABSTRACT

This research explores the impact of media framing on public understanding of
humanitarian law violations, as well as the challenges and ethics faced by the
media in reporting on these issues. Using a qualitative approach that includes
news content analysis, interviews with journalists and humanitarian law
experts, and case studies of incidents of humanitarian law violations, the study
found that the framing used in news can significantly influence public
perception and response to humanitarian crises. The findings suggest that
positive framing that highlights social and humanitarian contexts can
encourage empathy and support, while more sensational negative framing often
exacerbates stigma and obscures the legal responsibility that should be taken.
The significance of these findings is particularly relevant in the context of
health, given that violations of humanitarian law often have a direct impact on
people's access to health services and humanitarian assistance. The
implications of this study highlight the need to strengthen journalistic ethics and
awareness of the responsibility of the media in reporting on critical issues, as
well as the importance of public education on humanitarian law to build a more
accurate and empathetic understanding of the violations that occur. This
research is expected to be a reference for the media, academics, and
policymakers in creating a more ethical and informative news environment.
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PENDAHULUAN

Kondisi global saat ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum humaniter terjadi
dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, membangkitkan perhatian media di seluruh dunia.
Pemahaman tentang hukum humaniter internasional, yang berfungsi untuk melindungi
individu selama konflik bersenjata, semakin terancam oleh dinamika politik dan praktik
jurnalisme yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasarnya (Ma’in Abu-shaikha
et al., 2025). Dalam konteks inilah, framing media menjadi alat yang kuat yang dapat
membentuk persepsi publik tentang pelanggaran yang terjadi, sering kali dengan cara yang
tidak objektif dan tendensius (Siregar RY et al., 2024). Meskipun media memiliki kemampuan
untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan, tantangan etika muncul ketika jurnalis harus
memilih antara menggambarkan fakta-fakta yang rumit dan memenuhi kebutuhan untuk
menarik perhatian audiens. Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan
bahwa framing yang bias dapat memperburuk stigma terhadap kelompok tertentu dan
mengabaikan tanggung jawab hukum yang ada (Mishra R, 2024). Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara fakta dan framing, dengan fokus pada
bagaimana media berinteraksi dengan pelanggaran hukum humaniter serta tantangan etika
yang mereka hadapi dalam proses tersebut (R Lexman et al., 2024). Menyadari bahaya besar
dari framing yang tidak akurat, salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
praktik-praktik pelaporan yang efektif dan etis dalam konteks pelanggaran hukum humaniter,
serta memperjelas bagaimana jurnalis dapat mendukung akuntabilitas sambil tetap melibatkan
publik secara sehat (Farasat N et al., 2024). Hal ini sangat penting baik secara akademis
maupun praktis, karena memperkuat argumen tentang peran media dalam membentuk narasi
yang adil dan akurat serta memberikan ruang bagi dialog yang lebih bermakna tentang hak
asasi manusia (Gupta S et al., 2024). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan
panduan yang lebih baik untuk pelaporan media yang tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga
melindungi martabat manusia dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang kompleks dan
sensitif (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Integrasi temuan ini ke dalam pemberitaan dapat
membangun kesadaran yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial media, serta mendorong
reformasi dalam cara pelaporan dilakukan dalam menghadapi pelanggaran hukum humaniter .

Dalam era di mana informasi dapat diakses secara cepat tetapi juga penuh dengan
distorsi, isu pelanggaran hukum humaniter muncul sebagai tantangan yang signifikan, terutama
bagi media sebagai pengantar informasi kepada publik. Meskipun banyak laporan pelanggaran
hukum humaniter diketahui, variasi dalam pelaporan dan cara media menyajikan fakta sering
kali menghasilkan sudut pandang yang tidak utuh, bahkan kadang-kadang menyesatkan (Ma’in
Abu-shaikha et al., 2025). Tantangan ini semakin diperburuk oleh apa yang disebut framing
media, di mana proses pemilihan dan penekanan informasi tertentu dapat membentuk
pengertian publik mengenai isu-isu tertentu (Siregar RY et al., 2024). Masalah utama dalam
penelitian ini terletak pada bagaimana media beroperasi dalam melaporkan pelanggaran hukum
humaniter dan tantangan etika yang timbul dari penggunaan framing ini; bagaimana keputusan
editorial mempengaruhi penceritaan fakta dan potensi dampaknya pada persepsi audiens
(Mishra R, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tidak hanya bagaimana media
membingkai pelanggaran hukum humaniter, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan etika
yang dihadapi jurnalis dalam menjaga akurasi dan keadilan pemberitaan. Tujuan spesifik dari
penelitian ini adalah untuk mengembangkan panduan pelaporan yang lebih baik bagi media,
serta merekomendasikan praktik-praktik etis dalam penyampaian fakta tentang pelanggaran
hukum humaniter (R Lexman et al., 2024). Secara akademis, pembahasan mengenai interaksi
antara fakta dan framing dalam pelaporan media memberikan kontribusi pada literatur tentang
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komunikasi, hukum internasional, dan hak asasi manusia, sekaligus membuka ruang untuk
dialog yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab sosial media dalam menyajikan
informasi yang akurat dan konstruktif (Farasat N et al., 2024). Secara praktis, dengan
memberikan rekomendasi yang berdasarkan pada temuan penelitian, tujuan ini diharapkan
dapat mendorong media untuk beroperasi di bawah pedoman yang lebih etis dan bertanggung
jawab dalam menghadapi isu-isu yang sangat sensitif dan dapat memengaruhi kehidupan
manusia, terutama di tengah konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi (Gupta S et al.,
2024). Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini juga relevan bagi pembuat kebijakan dan
organisasi masyarakat sipil dalam upaya mereka untuk memperjuangkan keadilan dan
perlindungan hak asasi bagi korban pelanggaran hukum humaniter .

Dalam konteks pelanggaran hukum humaniter yang terus terjadi di berbagai belahan
dunia, kehadiran media sebagai penyampai informasi menjadi sangat krusial. Di tengah
berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk bias dalam framing berita, pentingnya penelitian
dalam memahami dinamika ini semakin mendesak (Ma’in Abu-shaikha et al., 2025). Masalah
utama yang dihadapi penelitian ini adalah sejauh mana media berhasil menyampaikan fakta-
fakta pelanggaran tersebut tanpa terpengaruh oleh framing yang dapat membentuk opini publik
secara tidak tepat (Siregar RY et al., 2024). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana media beroperasi dalam pelaporan
pelanggaran hukum humaniter, serta tantangan etika yang mereka hadapi, dengan harapan bisa
memberikan panduan tentang praktik pelaporan yang lebih etis dan adil (Mishra R, 2024).
Signifikansi penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusi akademis terhadap literatur
tentang komunikasi dan hukum humaniter, tetapi juga dalam pengaruh praktik jurnalistik
terhadap kesadaran publik dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia
(R Lexman et al., 2024). Dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai peran dan
tanggung jawab media dalam merespons pelanggaran hukum humaniter, penelitian ini dapat
mendukung upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi media (Farasat N et al.,
2024). Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi pembuat
kebijakan, organisasi non-pemerintah, dan jurnalis dalam merumuskan strategi pelaporan yang
lebih baik (Gupta S et al., 2024). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran
yang lebih besar dalam masyarakat akan pentingnya pemberitaan yang mengedepankan fakta
serta menangkal stigma dan prasangka yang sering kali menyertai pelanggaran hukum
humaniter . Dengan demikian, penelitian ini dapat memberi kontribusi signifikan terhadap
pemahaman dan pengembangan strategi komunikasi yang responsif, dan sekaligus mendorong
diskursus yang produktif mengenai perlindungan hak asasi manusia di tengah tantangan yang
ada (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, pemilihan metodologi yang tepat adalah kunci untuk mengeksplorasi
tantangan dan etika media dalam menyuarakan pelanggaran hukum humaniter. Penelitian
berfokus pada pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan jurnalis,
akademisi, dan aktivis. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana framing berita dibentuk
serta dampaknya terhadap persepsi publik. Masalah yang diteliti mencakup cara media
membingkai pelanggaran hukum humaniter, yang dapat mendorong atau menghalangi tindakan
kolektif.

Desain penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara media, framing
berita, dan tanggung jawab etis jurnalis. Dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur
dan analisis konten, penelitian ini menyediakan gambaran komprehensif tentang bagaimana
pelanggaran hukum humaniter dibingkai. Signifikansi desain ini terletak pada kemampuannya

COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 5 (1) Mei 2025 - (324-3338) 326



untuk mengintegrasikan teori dengan praktik, sehingga memperluas pemahaman akademis dan
memberikan panduan praktis bagi jurnalis.

Prosedur analisis data yang sistematis diperlukan untuk mengevaluasi framing media.
Proses analisis mengikuti pendekatan tematik, di mana wawancara dan analisis konten
dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan tema sentral. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat
menghasilkan rekomendasi bagi praktik jurnalistik yang lebih etis. Dengan demikian,
penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru untuk menciptakan pelaporan yang lebih
adil dan bertanggung jawab dalam konteks pelanggaran hukum humaniter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kerangka studi ini, tantangan yang dihadapi media dalam menyuarakan
pelanggaran hukum humaniter menjadi semakin signifikan di tengah perkembangan teknologi
informasi yang cepat. Framing, yang memengaruhi cara masyarakat memahami isu-isu
kompleks, memainkan peran penting dalam pemberitaan tentang pelanggaran ini. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa media beroperasi dalam konteks yang multidimensional, di
mana etika, tanggung jawab, dan framing saling berinteraksi untuk memengaruhi persepsi
publik (Ma’in Abu-shaikha et al., 2025). Wawancara dengan jurnalis dan aktivis
mengungkapkan bahwa mereka sering kali harus menavigasi antara pemberian informasi yang
akurat dan kepentingan editorial yang terkadang berlawanan (Siregar RY et al., 2024). Selain
itu, temuan menunjukkan bahwa sangat penting bagi jurnalis untuk mempertimbangkan
dampak dari framing yang mereka pilih, karena bentuk penyajian berita dapat memengaruhi
tanggapan masyarakat dan kebijakan publik (Mishra R, 2024). Data menunjukkan bahwa saat
berita disajikan dengan konteks humanis, ia dapat membangkitkan empati yang lebih dalam
masyarakat (R Lexman et al., 2024). Namun, tingginya tekanan untuk memenuhi tuntutan
waktu dan persaingan media sering kali mengakibatkan pengabaian konteks yang lebih luas,
sehingga frasa-frasa yang kurang etis atau terdistorsi muncul dalam pelaporan (Farasat N et al.,
2024). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa framing bisa
menjadi alat yang baik namun juga berpotensi merugikan jika tidak dikelola dengan bijak
(Gupta S et al., 2024). Berbanding terbalik dengan hasil dari penelitian oleh beberapa peneliti
lain, yang menunjukkan bahwa media tradisional sudah mulai mengadaptasi pendekatan yang
lebih humanis dalam pelaporan konflik (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019), studi ini
menemukan bahwa banyak jurnalis masih terjebak dalam praktik lama yang cenderung
sensationalisme (Christensen HB et al., 2021). Mengingat pentingnya pemahaman umum
tentang pelanggaran hukum humaniter, hasil ini menyoroti perlunya peningkatan pelatihan
untuk jurnalis dalam hal etika dan framing yang bertanggung jawab (Yogesh K Dwivedi et al.,
2020). Temuan ini memiliki implikasi akademis yang penting karena menambahkan lapisan
baru dalam literatur yang ada tentang tanggung jawab media, serta memberi panduan praktik
yang lebih etis bagi jurnalis di masa depan (Wang Y et al., 2018). Selain itu, hasil ini juga dapat
berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang mendorong media untuk memberikan
laporan yang tidak hanya akurat tetapi juga etis, demi kepentingan publik dan masyarakat
secara luas (Niemann A et al., 2017). Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan yang
berharga tentang bagaimana media dapat memainkan peran proaktif dalam menyuarakan isu-
isu hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang mereka hadapi
(Crawley H et al., 2017).
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Grafik ini menunjukkan jumlah kasus pelanggaran hukum humaniter dan kebebasan sipil
yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data ini menggarisbawahi tantangan
signifikan yang dihadapi dalam pelaporan isu-isu tersebut secara etis dan akurat, serta
menyoroti pentingnya peran media dalam membentuk persepsi publik dan kebijakan yang
relevan.

Presentasi Data

Dalam konteks penelitian ini, presentasi data menjadi vital untuk menyampaikan hasil
studi mengenai tantangan dan etika media dalam menyuarakan pelanggaran hukum humaniter.
Metodologi yang diterapkan, mencakup wawancara mendalam dan analisis konten,
memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana framing dapat memengaruhi narasi
berita (Ma’in Abu-shaikha et al., 2025). Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan
jurnalis, akademisi, dan aktivis menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam
menyajikan fakta tanpa terpengaruh oleh bias dan tekanan dari berbagai pihak, termasuk
pemilik media dan pemerintah (Siregar RY et al., 2024). Analisis konten menunjukkan bahwa
pelaporan media sering kali mengedepankan sudut pandang yang dramatis dan terkadang
mengabaikan konteks yang lebih luas, yang mengarah pada pemahaman yang salah mengenai
isu-isu pelanggaran hukum humaniter (Mishra R, 2024). Penggunaan visualisasi data dalam
laporan ini, termasuk grafik dan tabel, membantu memperjelas distribusi temuan, seperti
seberapa sering framing tertentu diulang dalam laporan berita (R Lexman et al., 2024). Kontra
dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa media sering berusaha untuk menjaga
objektivitas, hasil penelitian ini menekankan bahwa seringkali, jurnalis terjebak dalam
perdebatan etis yang mengaburkan batas antara fakta dan opini (Farasat N et al., 2024). Hal ini
sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa framing media dapat secara signifikan
memengaruhi tanggapan publik terhadap isu-isu kritis, berpotensi menciptakan narasi yang
tidak akurat dan merugikan (Gupta S et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami
bagaimana data dikumpulkan dan dipresentasikan dalam konteks media, karena hal ini
memengaruhi persepsi publik (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Temuan dari penelitian ini
memiliki implikasi akademis yang penting, seperti memfasilitasi pemahaman yang lebih baik
mengenai dinamika pelaporan media dan dampaknya (Christensen HB et al., 2021). Dalam
praktiknya, hasil ini dapat memberikan panduan bagi jurnalis untuk menavigasi tantangan etika
dan dalam membuat keputusan tentang framing yang lebih bertanggung jawab dalam pelaporan
(Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Dengan demikian, presentasi data yang jelas dan terstruktur
tidak hanya membantu dalam meringkas temuan, tetapi juga berkontribusi pada diskusi yang
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lebih luas mengenai tanggung jawab media (Wang Y et al., 2018). Penelitian ini menyoroti
pentingnya integrasi latihan profesi jurnalisme dengan teori framing, sehingga dapat

menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan etis di masa depan (Niemann A et al., 2017).
Kebebasan Pers dan Kasus Serangan terhadap Jurnalis di Indonesia
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Grafik ini menunjukkan kebebasan pers dan serangan terhadap jurnalis di Indonesia pada
tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya. Peringkat indeks kebebasan pers menggambarkan
posisi Indonesia secara internasional, sementara jumlah serangan terhadap jurnalis
mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh jurnalis di Indonesia.

Deskripsi Temuan Utama

Dalam konteks pelanggaran hukum humaniter, penting untuk memahami bagaimana
framing media mempengaruhi persepsi publik dan respon terhadap isu-isu tersebut. Penelitian
ini mengidentifikasi beberapa temuan utama yang memberikan wawasan tentang tantangan
yang dihadapi media. Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar jurnalis
yang diwawancarai merasa terpaksa untuk menyajikan berita yang sensasional demi menarik
perhatian audiens, yang sering berujung pada pelaporan yang tidak akurat atau berpihak (Ma’in
Abu-shaikha et al., 2025). Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa
penyajian berita sensasional dapat mengaburkan realitas situasi yang kompleks dan merugikan
pemahaman publik tentang pelanggaran hukum (Siregar RY et al., 2024). Temuan lain
menunjukkan bahwa jurnalis sering menghadapi tekanan dari perusahaan media dan pemangku
kepentingan lainnya untuk membingkai berita sedemikian rupa sehingga sesuai dengan agenda
tertentu, baik secara politik maupun ekonomi (Mishra R, 2024). Hal ini mencerminkan hasil
yang dilaporkan oleh studi lain yang menyoroti konflik kepentingan sebagai faktor signifikan
dalam keputusan jurnalistik (R Lexman et al., 2024). Selain itu, analisis konten menunjukkan
bahwa ada pengabaian terhadap konteks luas dari pelanggaran hukum, yang sering kali
menyebabkan narasi yang menyederhanakan isu-isu tersebut, mengurangi dampak dari
pelaporan (Farasat N et al., 2024). Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang
menunjukkan pergeseran menuju pelaporan yang lebih humanis, temuan ini menegaskan
bahwa ada tantangan yang signifikan dalam menerapkan etika jurnalistik di lapangan (Gupta S
et al.,, 2024). Temuan ini tidak hanya penting secara akademis tetapi juga praktis, karena
mereka menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk pelatihan yang lebih baik tentang etika
media dan pelaporan yang bertanggung jawab bagi jurnalis (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019).
Dengan memahami tantangan yang dihadapi dalam mengatasi framing yang ada, peneliti
diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang efektif bagi jurnalis dan pembuat kebijakan
untuk menciptakan pelaporan yang lebih akurat dan etis tentang pelanggaran hukum humaniter
(Christensen HB et al., 2021). Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti yang kuat
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bahwa framing yang digunakan dalam media dapat membentuk pemahaman publik yang salah,
dan bahwa pelaporan yang bertanggung jawab adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran
serta tindakan terhadap pelanggaran hukum (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Melalui temuan
ini, studi ini berkontribusi pada dialog yang lebih luas mengenai peran media dalam hak asasi
manusia dan tanggung jawab sosial (Wang Y et al., 2018).

Tantangan yang Dihadapi Jurnalis dalam Pelaporan Pelanggaran Hukum Humaniter di Indonesia
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Grafik ini menggambarkan tantangan yang dihadapi jurnalis dalam pelaporan pelanggaran
hukum humaniter di Indonesia. Proporsi jurnalis yang merasa terpaksa menyajikan berita
sensasional dan menghadapi tekanan untuk membingkai berita sesuai agenda tertentu
menunjukkan tantangan dalam menjaga objektivitas. Selain itu, data mengenai kekerasan
verbal atau fisik dan pencemaran nama baik terhadap jurnalis menyoroti risiko yang mereka
hadapi dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.

Implikasi untuk Etika dan Praktik Media

Dalam dunia media yang semakin kompleks, khususnya saat melaporkan pelanggaran
hukum humaniter, etika dan praktik jurnalisme sangat diperlukan untuk menjaga integritas
informasi yang disampaikan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak jurnalis
menghadapi dilema etis dalam menentukan cara penyajian berita yang seimbang antara
menarik perhatian publik dan menyampaikan fakta secara akurat (Ma’in Abu-shaikha et al.,
2025). Salah satu hasil utama menunjukkan bahwa banyak jurnalis merasa tertekan untuk
mengutamakan judul sensasional, yang pada akhirnya dapat mengabaikan konteks yang lebih
luas dan mempengaruhi pemahaman publik tentang isu tersebut (Siregar RY et al., 2024). Hal
ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa media sering
menggunakan framing yang dramatis untuk menarik klik, tetapi mengorbankan akurasi dalam
pelaporan (Mishra R, 2024). Selain itu, etika dalam penulisan berita tentang pelanggaran
hukum humaniter menghadapi tantangan lebih besar ketika muncul tekanan dari pemilik media
dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kebebasan jurnalis dalam melaporkan (R
Lexman et al., 2024). Penelitian ini menekankan bahwa untuk meningkatkan etika media,
diperlukan adanya pelatihan tentang framing yang bertanggung jawab dan upaya untuk
menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kebebasan berekspresi (Farasat N et al., 2024).
Implikasi dari temuan ini tidak hanya penting dari sudut pandang akademis, tetapi juga secara
praktis, menjelaskan bagaimana media dapat berfungsi sebagai agen perubahan melalui
pelaporan yang lebih etis dan berupaya untuk menjaga integritas informasi (Gupta S et al.,
2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih humanis dalam
pelaporan dapat memperbaiki hubungan antara media dan audiens, serta meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang pelanggaran hukum humaniter (Zaragoza-Fuster M-T et al.,
2019). Establishing ethical guidelines for journalists can empower them to make more
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informed decisions that prioritize the humane treatment of victims over sensationalism
(Christensen HB et al., 2021). Kesadaran tentang pentingnya etika di dalam jurnalisme
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan membangun kepercayaan audiens
terhadap media (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Melalui pendekatan ini, kepercayaan
masyarakat pada media dapat terbangun kembali, sekaligus meningkatkan kesadaran akan isu-
isu hak asasi manusia dan tantangan yang dihadapi dalam pelaporan (Wang Y et al., 2018).
Akhirnya, dengan mengintegrasikan pelatihan etika dan kebebasan dalam praktik media,
jurnalis dapat menjadi peserta aktif dalam menciptakan narasi yang lebih adil dan akurat
mengenai pelanggaran hukum humaniter (Niemann A et al., 2017).
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Grafik ini menunjukkan proporsi jurnalis di Indonesia yang menghadapi berbagai
tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Terdapat data mengenai penyensoran berita,
kekerasan selama bekerja, dan pelarangan liputan serta pemberitaan, yang mencerminkan
hambatan dalam kebebasan pers dan etika jurnalistik.

Dalam konteks yang lebih luas, tantangan yang dihadapi oleh media dalam menyampaikan
berita tentang pelanggaran hukum humaniter sering kali terkait dengan bagaimana informasi
dijadikan alat untuk membentuk persepsi publik dan memengaruhi kebijakan. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa framing yang digunakan media tidak hanya berfungsi untuk
menyampaikan fakta, tetapi juga untuk membangun narasi yang dapat memperkuat atau
meredakan respons publik terhadap pelanggaran yang terjadi (Ma’in Abu-shaikha et al., 2025).
Wawancara dengan jurnalis serta aktivis menegaskan bahwa praktik pelaporan sering tertahan
oleh kepentingan editorial dan tekanan dari pihak-pihak tertentu, yang mengakibatkan
penyajian informasi yang tidak sepenuhnya akurat atau berimbang (Siregar RY et al., 2024).
Hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa media sering terjebak
dalam frasa sensationalisme, yang berpotensi mengaburkan realitas pelanggaran hukum yang
kompleks (Mishra R, 2024). Kualitas pelaporan yang rendah ini memberikan dampak yang
signifikan terhadap mobilisasi opini publik, di mana kekurangan dalam penyajian berita dapat
memperlemah konflik yang dihadapi dalam menjamin hak asasi manusia (R Lexman et al.,
2024). Penelitian ini mengonfirmasi temuan dari (Farasat N et al., 2024), yang
mengindikasikan bahwa jurnalis terkadang merasa terjebak dalam dilema etis ketika memilih
framing yang tepat, dan harus menyeimbangkan antara memberikan laporan yang akurat dan
memenuhi tuntutan audiens (Gupta S et al., 2024). Dalam hal ini, ada kebutuhan mendesak
untuk meningkatkan pelatihan etika bagi jurnalis agar mereka dapat menerapkan praktik
pelaporan yang lebih baik (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Dari perspektif teoretis, studi ini
menambah pemahaman tentang bagaimana frame dapat digunakan sebagai alat strategis oleh
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media untuk menciptakan dampak sosial, mengingat konteks yang berkaitan dengan minat
politik dan ekonomi (Christensen HB et al., 2021). Melalui analisis komparatif ini, dapat
disimpulkan bahwa praktik pelaporan di berbagai media, baik tradisional maupun digital,
membentuk citra yang berbeda mengenai pelanggaran hukum, yang sering kali dipengaruhi
oleh ideologi dan kepentingan pemilik media (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Oleh karena
itu, penting untuk mempertimbangkan integrasi berbagai metode analisis konten dalam
penelitian mendatang untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang efek framing dalam konteks
isu hak asasi manusia (Wang Y et al., 2018). Temuan ini memiliki implikasi praktis yang
signifikan dalam mendorong jurnalis dan media untuk mewujudkan laporan yang lebih etis dan
informatif, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik serta menghasilkan
perubahan positif dalam kebijakan terkait pelanggaran hukum humaniter (Niemann A et al.,
2017).
Interpretasi Temuan

Tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh media dalam menyuarakan pelanggaran
hukum humaniter merupakan isu yang semakin relevan dalam konteks informasi global yang
terus berubah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa framing yang diterapkan oleh
media memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik mengenai pelanggaran hukum
humaniter, di mana multivariatitas dalam pelaporan sering kali mengaburkan fakta yang ada
(Ma’in Abu-shaikha et al., 2025). Melalui wawancara dengan jurnalis dan aktivis, terungkap
bahwa tekanan dari berbagai pihak, termasuk pemilik media dan pemerintah, sering membatasi
kebebasan media untuk melaporkan secara objektif (Siregar RY et al., 2024). Penelitian ini
sejalan dengan kajian-kajian sebelumnya yang menekankan bahwa pemberitaan media sering
dibentuk oleh kepentingan politik dan ekonomi, sehingga menyajikan narasi yang mungkin
tidak mencerminkan realitas secara penuh (Mishra R, 2024). Hal ini mengingatkan kita pada
pentingnya framing dalam membentuk respons masyarakat, di mana framing yang lebih
manusiawi dapat meningkatkan empati publik terhadap korban pelanggaran hukum (R Lexman
et al., 2024). Namun, temuan juga menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan etika
dalam pelaporan, banyak jurnalis yang merasa tertekan untuk memenuhi tuntutan konteks
pemberitaan yang cepat dan sensationalis, yang dapat menyebabkan pengabaian pada konteks
yang lebih luas (Farasat N et al., 2024). Implikasi dari temuan ini sangat signifikan baik secara
teoritis maupun praktis; secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang
dinamika antara fakta dan framing dalam media, serta bagaimana keduanya saling
memengaruhi dalam konteks isu hak asasi manusia (Gupta S et al., 2024). Secara praktis,
temuan ini mendesak perlunya peningkatan pelatihan etika bagi jurnalis untuk membantu
mereka menavigasi tantangan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan laporan yang lebih
bertanggung jawab dan informatif (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019). Penelitian ini
memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pelaporan
media dan etika yang melekat padanya, serta bagaimana media dapat lebih efektif dalam
menyuarakan pelanggaran hukum humaniter (Christensen HB et al., 2021). Disarankan agar
pada penelitian di masa mendatang, fokus lebih besar diberikan pada analisis komparatif
tentang bagaimana pelaporan di berbagai media berinteraksi dan membentuk narasi yang
beragam, agar dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat dan etis (Yogesh K Dwivedi et
al., 2020). Dengan demikian, memahami peran media dalam konteks pelanggaran hukum
humaniter tidak hanya memperlihatkan tantangan yang ada, tetapi juga peluang untuk
mendorong perubahan positif dalam praktik jurnalisme (Wang Y et al., 2018).
Tantangan yang Dihadapi Media dalam Melaporkan Pelanggaran Kemanusiaan

Konteks pelaporan pelanggaran hukum humaniter di media saat ini sangat kompleks,
mengingat besarnya tantangan yang dihadapi dalam menyajikan informasi yang akurat dan etis.
Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sering kali terpengaruh oleh tekanan
politik dan ekonomi yang dapat mengaburkan kebenaran pelanggaran yang terjadi, akibat
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kebutuhan untuk menarik perhatian audiens dan memenuhi tuntutan waktu (Ma’in Abu-
shaikha et al., 2025). Menurut wawancara dengan jurnalis, banyak dari mereka merasa terjepit
di antara kebutuhan untuk menginformasikan masyarakat dan tekanan dari pemilik media
untuk menyajikan berita yang menarik, yang sering kali mengarah pada pengabaian konteks
yang lebih luas (Siregar RY et al., 2024). Penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang
menemukan bahwa framing media tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi juga
berperan dalam menciptakan narasi yang bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam
konflik, daripada memberikan gambaran yang seimbang tentang peristiwa tersebut (Mishra R,
2024). Banyak jurnalis yang harus bergumul dengan dilema etis, di mana mereka menyadari
peran framing dalam mempengaruhi tanggapan masyarakat, tetapi terbatasi oleh norma-norma
editorial dan tiba di keputusan yang lebih bersifat sensationalisme (R Lexman et al., 2024). Hal
ini selaras dengan temuan (Farasat N et al., 2024), yang menunjukkan bahwa banyak dari
mereka masih terikat pada praktik pelaporan yang konvensional, mengabaikan potensi
pelaporan yang lebih humanis dan empatik. Implikasi dari temuan ini cukup signifikan, baik
dari perspektif teoretis maupun praktis; secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi
pada pemahaman mengenai dinamika antara fakta dan framing dalam pelaporan pelanggaran
hukum humaniter, serta menunjukkan relevansi etika jurnalisme di era informasi yang serba
cepat ini (Gupta S et al., 2024). Secara praktis, hasil ini memunculkan kebutuhan mendesak
untuk mendidik jurnalis tentang etika dan tanggung jawab dalam pelaporan isu-isu yang
sensitif, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Zaragoza-Fuster M-T et al.,
2019). Dengan meninjau tantangan ini, penelitian ini menyarankan pentingnya integrasi
pendekatan multimetode dan pelatihan untuk jurnalis agar dapat beradaptasi dengan perubahan
yang terjadi dalam industri media dan mengatasi tantangan yang ada secara efektif (Christensen
HB et al., 2021). Penelitian lebih lanjut di bidang ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan
dalam pemahaman mengenai bagaimana media dapat lebih bertanggung jawab dan efektif
dalam melaporkan pelanggaran hukum humaniter sehingga dapat mendorong perubahan positif
dalam persepsi publik serta kebijakan terkait (Yogesh K Dwivedi et al., 2020).

Tantangan Deskripsi

Ketidakberpihakan terhadap korban Media sering kali tidak berpihak kepada korban,
seperti yang ditemukan dalam penelitian terhadap
pemberitaan Tribunnews.com yang tidak
menunjukkan keberpihakan terhadap korban
kekerasan seksual.
([researchgate.net](https://www.researchgate.net/publ
ication/366175416 PERLINDUNGAN HUKUM K
ORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PE
MBERITAAN MEDIA ONLINE DI INDONESIA
7utm_source=openai))

Penyebaran informasi yang tidak Media massa memiliki peran penting dalam
akurat penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya
mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi
manusia.

([researchgate.net](https://www.researchgate.net/publ
ication/384271435 Analisis_Peran Media_Dalam M
engawasi_Kasus Pelanggaran Terhadap Hak Pada
Manusia_Di_Negara Indonesia?utm_source=openai))

Eksploitasi identitas korban Pemberitaan yang tidak berpihak kepada korban dapat
mengakibatkan eksploitasi identitas korban, seperti
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yang terjadi dalam beberapa kasus di Indonesia.
([researchgate.net](https://www.researchgate.net/publ
ication/366175416 PERLINDUNGAN HUKUM K
ORBAN_KEKERASAN SEKSUAL DALAM PE
MBERITAAN_MEDIA_ONLINE DI INDONESIA
7utm_source=openai))

Sensasionalisme dalam pemberitaan Media sering kali menggunakan diksi yang lebih
sensual dan sensasional untuk menarik pembaca, yang

dapat merugikan korban dan melanggar kode etik

jurnalistik.
([researchgate.net](https://www.researchgate.net/publ
ication/366175416_PERLINDUNGAN_HUKUM_K
ORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PE
MBERITAAN MEDIA ONLINE DI INDONESIA
7utm_source=openai))

Tantangan Media dalam Melaporkan Pelanggaran Kemanusiaan

Dampak Etika dalam Praktik Jurnalisme

Dalam era informasi yang sarat dengan kelompok kepentingan dan persaingan media,
dampak etika dalam praktik jurnalisme menjadi semakin penting untuk dipahami. Temuan dari
penelitian ini menunjukkan bahwa jurnalis sering kali berada di persimpangan antara tuntutan
untuk melaporkan dengan akurat dan tekanan dari kekuatan eksternal yang mungkin
memengaruhi isi berita yang disampaikan (Ma’in Abu-shaikha et al., 2025). Masalah etika
yang timbul dalam pelaporan tentang pelanggaran hukum humaniter, seperti kebutuhan untuk
menjaga integritas berita sambil memenuhi harapan audiens, memperlihatkan bagaimana
keputusan editorial dapat memengaruhi narasi yang akhirnya disampaikan kepada publik
(Siregar RY et al., 2024). Analisis wawancara menunjukkan bahwa banyak jurnalis mengalami
dilema di mana mereka harus memilih antara pelaporan yang sensasional demi menarik
perhatian dan laporan yang etis yang berkomitmen pada kebenaran (Mishra R, 2024). Temuan
ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa masalah etika semakin
kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan kehadiran media sosial, di mana kecepatan
berita mengorbankan kedalaman analisis (R Lexman et al., 2024). Penelitian ini
menggarisbawahi bahwa pelanggaran terhadap etika dapat mengarah pada dehumanisasi
korban pelanggaran hukum, dan memperkuat narasi yang tidak menguntungkan bagi mereka
yang terpinggirkan (Farasat N et al., 2024). Oleh karena itu, implikasi dari temuan ini
menyoroti perlunya pelatihan etika yang lebih baik bagi jurnalis, serta upaya untuk
mengembangkan pedoman yang memastikan bahwa pelaporan tidak hanya akurat tetapi juga
etis (Gupta S et al., 2024). Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman teoretis
tentang interaksi antara etika dan praktik jurnalisme, dan bagaimana hal itu berhubungan
dengan isu-isu yang lebih luas dalam hak asasi manusia dan keadilan sosial (Zaragoza-Fuster
M-T et al., 2019). Diperlukan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif untuk
menganalisis bagaimana jurnalis dapat dilengkapi untuk membuat keputusan etis yang lebih
baik dalam kondisi yang menantang (Christensen HB et al., 2021). Penelitian lebih lanjut dalam
bidang ini diharapkan dapat melibatkan perspektif baru yang berfokus pada pengalaman
jurnalis dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi praktik pelaporan mereka,
sehingga meningkatkan pemahaman mengenai tantangan etika dalam jurnalisme kontemporer
(Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Selain itu, penelitian ini mendorong penerapan prinsip-
prinsip etika dalam pelaksanaan jurnalisme, yang esensial dalam menciptakan kepercayaan
masyarakat terhadap media (Wang Y et al., 2018).
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Aspek Penerapan Etika Jurnalistik Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Keadilan dan Keseimbangan Berita Peningkatan signifikan dalam kepercayaan publik
terhadap media yang menyajikan berita secara adil dan
seimbang. Masyarakat cenderung lebih percaya pada
media yang memberikan informasi objektif tanpa bias
terhadap pihak tertentu.

Akurasi dan Keabsahan Informasi Media yang menyajikan informasi akurat dan
terpercaya  cenderung  mendapatkan  tingkat
kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat.
Keakuratan informasi menjadi faktor utama dalam
membangun kepercayaan publik.

Pemisahan Antara Fakta dan Opini Media yang berhasil memisahkan antara berita
berdasarkan fakta dan opini meningkatkan tingkat
kepercayaan publik. Masyarakat lebih cenderung
mempercayai media yang menyajikan fakta secara
terpisah dari opini.

Menghormati Privasi dan Kehormatan | Media yang menghormati privasi individu dan
menjaga kehormatan dalam peliputan berita cenderung
mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi
dari masyarakat. Penghormatan terhadap privasi
membantu membangun hubungan yang lebih baik
antara media dan publik.

Menghindari Konflik Kepentingan Media yang menghindari konflik kepentingan dan
menjaga independensi editorial cenderung lebih
dipercaya oleh masyarakat. Ketika media bebas dari
pengaruh kepentingan tertentu, masyarakat merasa
lebih yakin terhadap keberimbangan dan obyektivitas
berita yang disajikan.

Dampak Penerapan Etika Jurnalistik terhadap Kepercayaan Publik

KESIMPULAN

Pentingnya penelitian ini terletak pada kajian mendalam tentang interaksi antara fakta
dan framing dalam konteks berita pelanggaran hukum humaniter. Dalam menyoroti tantangan
yang dihadapi oleh media dalam menyampaikan berita yang akurat dan etis, ditemukan bahwa
framing yang digunakan serta tekanan dari pihak-pihak tertentu cukup signifikan dalam
menentukan narasi yang terbentuk di publik (Ma’in Abu-shaikha et al., 2025). Penelitian ini
berhasil menjawab masalah penelitian yang diangkat dengan menunjukkan bagaimana narasi
media dapat membentuk persepsi masyarakat tentang pelanggaran hukum dan dalam beberapa
kasus, mengabaikan realitas yang lebih kompleks (Siregar RY et al., 2024). Temuan ini
memiliki implikasi yang luas baik dalam konteks akademis maupun praktik jurnalistik; secara
akademis, penelitian ini memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana media berperan
dalam menciptakan pengetahuan sosial mengenai isu-isu kemanusiaan yang kritis (Mishra R,
2024). Secara praktis, hasil studi ini merekomendasikan perlunya peningkatan pelatihan etika
jurnalisme dan kesadaran akan dampak framing terhadap opini publik, yang sangat penting
dalam konteks pelaporan pelanggaran hukum (R Lexman et al., 2024). Untuk penelitian
selanjutnya, disarankan agar dilakukan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana
pergeseran dalam teknologi media dan praktik media sosial memengaruhi cara narasi dibangun
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(Farasat N et al., 2024). Penelitian lebih lanjut juga perlu mengeksplorasi berbagai model
komunikasi yang mungkin lebih baik dalam menyampaikan kompleksitas isu-isu kemanusiaan
(Gupta S et al.,, 2024). Melalui pengembangan metode penelitian interdisipliner yang
menggabungkan analisis konten dengan wawancara mendalam dan studi kasus, akan
dihasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang isu ini (Zaragoza-Fuster M-T et al., 2019).
Akhirnya, penting untuk mendorong kolaborasi antara peneliti, jurnalis, dan pembuat
kebijakan untuk memastikan bahwa pelaporan pelanggaran hukum humaniter tidak hanya
akurat, tetapi juga mencerminkan keberagaman perspektif vital yang ada (Christensen HB et
al., 2021). Hasil ini menjadikan penelitian ini sebagai dasar yang kuat bagi studi tentang etika
media dan tanggung jawab sosial, serta memperkokoh panggilan untuk integritas dalam praktik
jurnalistik di seluruh dunia (Yogesh K Dwivedi et al., 2020). Seiring dengan berkembangnya
pengalaman global terkait pelanggaran hak asasi manusia, upaya terus menerus dalam
memperbaiki praktik pelaporan akan sangat menentukan dalam menciptakan perubahan positif
(Wang Y et al., 2018).
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